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RUU PORT Sucah Diant 18 Tahun

Bisa Jadi Legacy DPR Periode Ini

ANGGOTA Badan Legislatif
(Baleg) DPR Luluk Nur Ham-
dah berhirap, Rancangan Un-
dang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangza (RUU
PPRT) seaera ditetapkan sehagai
RUU Tnisiatil DPR. Penantian
selama 18 tahun untuk RUU
ini harus didukung oleh seluruh
pihak.

Luluk mengaku tclah meneri-
ma audiensi dan sejumlah Koa-
lisi Masyarakat Sipil yang me-
ngupayakan pengesahan RUU
PPRT menjadi undang-undang,

Dia menegaskan bahwa setiap
manusia, termasuk Pekerja Ru-
mah Tangga (PRT), memiliki
hak konstitusional, hak moral,
dan hak efika yang harus disua-
rakan oleh para wakil rakyat.

“Sebelurmya, savabertemu Ja-
ringan Advokasi Nasional Pekerja
Rumzh Tangga (JALAPRT) dan
Sapu Lidi (organisast PRT), Ada
ceritapekerja vang mengalami k-
st perhudakan selama berbulan-

bulan bahkan bertahun-tahun.”
ungkap Politikus PKB ini

Dengan itu, Luluk berharap
scluruh pimpinan DPR i tahun
2023 ni bisa menyatukan se-
mangat

“Jangan sampai kita mengu-
lang kegagalan kitauntuk mem-
berikan perlindungan bagi PRT."
terang Poliisi PKR i,

Luluk bilang, perlindungan
PRT krusial karena berkore-
lasi Tangsung dengan kemampuan
DPR mengupayakan perlindung-
an bagl warea negara Indonesia
(WNI) yang hekerja di luarnegen.

Wakil Ketua DER Muhaimin
[skandar herharap adanya kan-
panye masif unfuk mendukung
pembahasan RUL"PPRT. Bia-
sanya, kampanye masif akan
sukses menarik perhatian dar
stakeholder yang ada.

“Saya berharap dari ibu-ibu
int lebih hanyak kampanye,
kalau bisa dalam dua minggu
i lebih diramaikan. Kalau dira-

maikan itu kita bikin pemegang
policy 1ni mau nggak mau (ikut
bergerak),” saran Muhaimin di
Gedung DPR, Jakartd, kemain
Mubaimin menyebut tiga hal
yang menjadi Jsu- pokok pada
pertiasalaban RUL PPRT imi.
Pertama, masih adanva per-
debatan hubungan kultural dan
formal antara PRT dan pemberi
kerja. Kedua, belun adanya ger-
akan dhari pemerintah selaku pe-
megang kebijakun Ketiga, harus
adanya keterlibatan pemerintah
dagrah terkait dengan Upah
Minimum Regional (UMR ).
“Pemerintab-masih belum
membahas sama sekali (RUU
PPRT) int. Sayacek ke Kemen-
terian Ketenagekerjaan (Keme-
maker) juga ternyata sama sekali
belum dibahas lintas kementer-
an, san sekall,”sesal pria yang
disapa Cak [min ini.
Seharusnya, ada concern di
tingkat Pemerintah karena bila
level eksekunil hergerak akan

lebih cepat.

“Kalau level ekskuuf pu-
nya political will maka akan
berperak, " tegas legislator Dapil
Jawa Timur VIIT tersebu.

Ketua Umum DPP PKB ini
menyingoung Peraturan Menten
Tenaga Kerja (Permenaker)
Nomor 2 Tahun 2015, Perme-
naker yang sudah mulai dibaha
pada penode kepemimpinannya
sebagai Menaker lersebut men-
Jadi satu-sarunya landasan hu-
kum bagi perlindungan pekera
mumah tangga,

“Dulu pemah zaman saya Men-
teri-(Tenaga-Kerja-dan Trans-
migrast) ada lintas kementerian
membahas khusus ini (Perfin-
dungan PRT)tapi mandek. Karena
kontroversi dan salah paham,”
kenang Imin.

Akhimya, kata Tnin, dirinya
menjembatani dengan Perme-
naker yang khusus tentang per-
lindungan PRT.

“Ttu darurat karena saya

merasa terlampau lama nunggu
(pembahasan) berkepanjangan,”
ujamya.

[min berharap ada tindak lan-
Jut dart Permenaker tersebut me-
Jalui payung hukum yang lebih
kuat dengan melibatkan lintas
kementerian dan lintas sekior.

Peraturan-peraturan tersehut
bisa memberlkan perlindungan
i tengah alotnya pembahasan
RUUPPRT.

Seperti diketzhui, RUU PPRT
lahar dan kesadaran bahwa FRT
mempunyai hak dan kewajiban
yang samadengan profesi kumnya,
Demi mewujudkan perlindungan
tethadap pekerja rumah tangga.
RUU PPRT akhirnya masuk
(alam Prolegnas Prioritas 2023,

Sebetulnya, RUU PPRT telah
diajukan sejak tahun 2004,
Profest PRT ini memiliki kara-
kteristik unik dan spesifik yang
rentan terhadap berbagai per-
masalahan merugikan hagi PRT
maupun pemberi kerja. mTIF
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